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ABSTRAK 

Kemitraan antara petani tembakau dan perusahaan agribisnis merupakan bentuk 

kerja sama strategis untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, dan daya 

saing pertanian tembakau di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

keabsahan serta penyelesaian sengketa dalam perjanjian kemitraan antara petani 

tembakau Trucuk dengan PT. Alliance One Indonesia. Metode yang digunakan 

adalah normatif-empiris, yaitu dengan menggabungkan pendekatan hukum 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan studi lapangan melalui 

wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kemitraan yang 

dijalankan telah memenuhi keabsahan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 

KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan 

sebab yang halal. Selain itu, perjanjian tersebut juga sejalan dengan prinsip-prinsip 

kemitraan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 18 Tahun 2018, yang 

menekankan asas keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan. Namun, 

dalam praktiknya pelaksanaan perjanjian masih menghadapi kendala, antara lain 

ketimpangan posisi tawar, perubahan harga secara sepihak, serta wanprestasi dari 

kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa lebih banyak dilakukan melalui jalur 

non-litigasi seperti musyawarah dan mediasi dengan melibatkan perangkat desa, 

sementara arbitrase menjadi alternatif terakhir. Penelitian ini menekankan 

pentingnya perjanjian yang sah secara formil dan substantif, disusun secara adil dan 

tidak merugikan pihak dengan posisi tawar lebih lemah.  

Kata Kunci: Keabsahan Perjanjian, Wanprestasi, Penyelesaian Sengketa 

ABSTRACT 

Partnerships between tobacco farmers and agribusiness companies are a form of 

strategic collaboration to increase the productivity, welfare, and competitiveness 

of tobacco farming in Indonesia. This study aims to examine the validity and dispute 

resolution of the partnership agreement between Trucuk tobacco farmers and PT. 

Alliance One Indonesia. The method used is a normative-empirical approach, 

combining a legal approach based on statutory regulations and field studies 

through interviews. The results indicate that the partnership agreement meets the 

legal requirements stipulated in Article 1320 of the Civil Code, namely the 

existence of an agreement, legal capacity, a specific object, and a lawful cause. 

Furthermore, the agreement aligns with the principles of partnership stipulated in 

Minister of Agriculture Regulation No. 18 of 2018, which emphasizes the principles 

of justice, transparency, and mutual benefit. However, in practice, the 

implementation of the agreement still faces obstacles, including unequal 

bargaining power, unilateral price changes, and default by both parties. Dispute 

resolution is more often conducted through non-litigation channels such as 

deliberation and mediation involving village officials, while arbitration is a last 

resort. This research emphasizes the importance of formally and substantively valid 

agreements, drafted fairly, and not disadvantageous to the party with the weaker 

bargaining position. 

Keywords: Validity of Agreements, Default, Dispute Resolution



  

 

1. PENDAHULUAN 

 

Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor 

pertanian atau perkebunan. Hal ini dikarenakan iklim dan struktur Indonesia yang 

sangat mendukung untuk bercocok tanam. Selain itu, lahan yang luas juga menjadi 

alasan Indonesia disebut sebagai negara agraris. Indonesia memiliki sumber daya 

alam yang melimpah sehingga dijadikan sebagai modal besar untuk dapat 

mengembangkan kemajuan perekonomian khususnya di sektor pertanian. Salah satu 

hasil sektor pertanian yang berkembang di Indonesia adalah tanaman tembakau yang 

menjadi bahan dasar pembuatan rokok. Pertanian tembakau memberikan dampak 

besar bagi Indonesia pada sektor tenaga kerja, buruh, dan industri. Pertanian 

tembakau saat ini menjadi sumbangan cukai terbesar setelah minyak bumi pada 

pendapatan negara. 

Semakin berkembang pesatnya sektor pertanian tembakau perlu adannya 

dukungan dari perusahaan tembakau sebagai mitra petani. Petani dan perusahaan 

tembakau harus saling bekerjasama dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. 

Kemitraan merupakan kerjasama usaha yang dilakukan antara pelaku usaha kecil 

dengan pelaku usaha menengah atau usaha besar untuk memberdayakan pelaku 

usaha kecil agar dapat tumbuh  dan berkembang semakin kuat serta memantapkan 

struktur perekonomian nasional. Pengusaha menengah atau besar dalam hal ini 

perusahaan tembakau memiliki tanggung jawab moral untuk membimbing dan 

membina pengusaha kecil yaitu petani sebagai mitranya agar mampu 

mengembangkan usahanya sehingga mampu menjadi mitra yang handal untuk 

menarik keuntungan dan kesejahteraan bersama. Pembinaan dan pengembangan 

merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan 

berhasil. Pembinaan dan pengembangan perusahaan tembakau terhadap petani 

tembakau dilakukan agar petani tembakau dapat berkembang dan menjadi petani 

yang handal dan berdaya saing. Hal tersebut  dapat dilakukan dalam satu atau lebih 

aspek pemasaran, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia,   

permodalan, manajemen, dan teknologi.  

Kegiatan usaha di sektor pertanian tembakau dapat berjalan dengan baik 

apabila terdapat perjanjian yang mengatur hubungan kerja sama antara perusahaan 

tembakau dan para petani. Perjanjian ini menciptakan ikatan hukum berdasarkan 



  

kesepakatan kedua belah pihak yang memiliki konsekuensi hukum. Dalam hubungan 

hukum ini, masing-masing pihak sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban; 

satu pihak berhak menerima hasil dari kesepakatan, sementara pihak lainnya 

berkewajiban untuk memenuhi apa yang telah disepakati. 

Alasan harus dibuat perjanjian kemitraan yakni dimana pihak-pihak yang     

terlibat dalam sebuah aktivitas agribisnis tidak hanya satu pihak. Terdapat  pengelola 

atau produsen dalam hal ini petani. Ada perusahaan yang akan menyerap hasil-hasil 

aktivitas bertanam yang dilakukan petani, dan berposisi sebagai konsumen. Elemen 

ketiga yakni sumber daya alam yang berupa lahan, komoditas pertanian, air, dan 

sebagainya. Ketiga unsur ini memerlukan pengelolaan bersama. Tanpa adanya 

koordinasi di bawah satu komando mengakibatkan komunikasi akan terputus dan 

tidak dapat berjalan maksimal, bahkan antara petani dengan pengusaha berjalan 

sendiri-sendiri. Kondisi di mana setiap pihak berjalan sendiri tanpa koordinasi kerap 

terjadi pada berbagai komoditas agrobisnis lainnya, yang akhirnya memunculkan 

praktik spekulasi. Spekulasi ini muncul ketika petani menanam tanpa mengetahui 

dengan pasti berapa harga jual hasil panennya nanti dan apakah hasil tersebut cukup 

untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. 

Di sisi lain, perusahaan juga kesulitan menyusun rencana bisnis yang solid 

karena proyeksi volume dan kualitas hasil pertanian hanya didasarkan pada perkiraan 

rata-rata. Situasi ini menunjukkan bahwa baik petani maupun perusahaan rokok 

memiliki posisi tawar yang setara dan saling bergantung. Petani membutuhkan 

perusahaan agar hasil taninya terserap pasar, sedangkan perusahaan bergantung pada 

petani untuk menjaga kesinambungan produksinya. Hubungan timbal balik ini harus 

dijaga, dan untuk itu diperlukan perjanjian kemitraan antara kedua belah pihak. 

Dibutuhkan suatu mekanisme bersama untuk menciptakan hubungan yang sehat, 

aman, dan saling menguntungkan, yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian 

kemitraan. Menurut Suhardini (2019), kemitraan antara petani dan perusahaan 

agribisnis merupakan bentuk kolaborasi strategis yang saling menguntungkan, di 

mana kedua pihak berbagi risiko, manfaat, serta tanggung jawab dalam proses 

produksi dan pemasaran. Kemitraan yang dirancang secara transparan dan adil akan 

menciptakan iklim usaha yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan daya saing 

produk pertanian. 

Di dalam perjanjian kemitraan yang dilaksanakan oleh para pihak, yaitu 

petani dengan perusahaan tembakau sering dihadapkan pada persoalan-persoalan. 



  

Persoalan yang peneliti temukan dalam lapangan di antaranya petani tembakau 

mengalami kesulitan seperti mahalnya harga pupuk, bahan bakar, minimnya akses 

terhadap teknologi, hingga ketidakpastian harga jual panen. Hal ini diperparah 

dengan lemahnya posisi tawar petani dalam hubungan kemitraan, karena tidak jarang 

perjanjian yang dibuat bersifat sepihak atau tidak adil. Pasalnya hal ini tentu akan 

merugikan petani dan petani akan menjual tembakaunya bukan ke PT melainkan 

melakukan penjualan dilapangan. Dalam situasi ini tentunya ini melanggar ketentuan 

perjanjian antara petani dan PT yang mengakibatkan sengketa dan kerugian bagi 

kedua belah pihak. Di sisi lain, perusahaan juga kerap mengalami kesulitan dalam 

merencanakan usaha akibat fluktuasi produksi dan kualitas hasil panen yang tidak 

konsisten.  

Melalui kemitraan tersebut diharapkan dapat secara cepat bersimbiosis 

mutualistik sehingga kekurangan dan keterbatasan yang dialami oleh petani 

tembakau dapat teratasi. Tingkat pendapatan usaha tani ini sangat ditentukan oleh 

efiensi petani untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam 

berbagai alternatif aktivitas produksinya. Apabila petani menggunakan sumber daya 

tersebut secara efisien, maka akan terdapat potensi meningkatkan pendapatan usaha 

tani dan menciptakan surplus. Sebaliknya jika petani bertindak tidak efisien dalam 

mengalokasikan sumber dayanya, maka tambahan kontribusi sektor pertanian hanya 

dapat diperoleh melalui usaha pengembangan dari sektor bersangkutan. 

Salah satu prinsip utama dalam kemitraan adalah saling percaya dan 

komitmen. Namun, kegagalan sering terjadi akibat ketidakkonsistenan dari pihak-

pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk menyusun kesepakatan bersama 

dalam bentuk surat perjanjian kemitraan sejak awal kerja sama. Kemitraan 

merupakan bentuk kerja sama antara pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan besar 

yang dilandasi prinsip saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan saling 

menguntungkan. Kerja sama ini mencakup alih keterampilan di bidang produksi, 

pengolahan, pemasaran, permodalan, SDM, dan teknologi. Agar tercipta hubungan 

yang seimbang dan harmonis, diperlukan sinergi yang menjunjung etika bisnis dan 

kesetaraan hukum antarpihak, di mana masing-masing memiliki hak dan kewajiban 

yang sama. Oleh karena itu perjanjian kerjasama kemitraan sangat diperlukan apabila 

akan dilakukan sebuah kerjasama dengan pihak lain. 

 

 



  

2. METODE 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

metode normatif-empiris pada dasarnya penggabungan antara pendekatan hukum 

normatif dengan penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-

empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) 

pertanahan dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam 

perjanjian mitra kerja antara petani denganTrucuk dengan perusahaan tembakau PT. 

Alliance One Indonesia. 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Keabsahan Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara Petani Tembakau 

Trucuk dengan PT. Alliance One Indonesia 

Keabsahan perjanjian kemitraan antara PT. Alliance One Indonesia dan petani 

tembakau Trucuk didasarkan pada terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para 

pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Selain itu, perjanjian ini juga mengikuti 

prinsip-prinsip kemitraan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 18 Tahun 2018, 

yang menekankan keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan. Munir Fuady 

(2022) menyatakan bahwa di era modern, perjanjian yang sah tidak hanya memenuhi 

aspek formal, tetapi juga harus mencerminkan keadilan kontraktual dan prinsip good 

corporate governance. Hal ini diperkuat oleh Susanti (2023) yang menekankan 

pentingnya perlindungan hukum bagi pihak dengan posisi tawar lebih lemah, seperti 

petani, terutama terkait harga, input produksi, dan penyelesaian sengketa. 

Menurut Manajer Operasional PT. Alliance One Indonesia, Imam Nurdin, 

“perjanjian kemitraan kami dasarkan pada prinsip sukarela, transparansi, dan 

mengacu pada peraturan perundangan. Kontrak selalu dibuat tertulis, ditandatangani 

kedua belah pihak, dan setiap klausul kami jelaskan kepada petani” (wawancara, 

2025). Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keabsahan dan 

keterbukaan kontrak. Dari sisi petani, Annand Bagus Nugroho menyampaikan bahwa 

ia diberi kesempatan membaca dan memahami isi perjanjian sebelum 

menandatangani. “Kontraknya jelas, ada identitas, luas lahan, target produksi, hak 

dan kewajiban kami. Bahkan diketahui oleh perangkat desa,” ujarnya (wawancara, 

2025). Ini menunjukkan bahwa asas kesepakatan terpenuhi secara sah dan terbuka. 

Model kemitraan yang diterapkan adalah sistem inti-plasma, di mana 

perusahaan menyediakan sarana produksi dan petani menanam sesuai standar mutu. 



  

Penelitian di wilayah lain juga menunjukkan bahwa perjanjian menggunakan Surat 

Perjanjian Kontrak (SPK) yang mengatur hak dan kewajiban kedua pihak secara 

jelas. Namun, keabsahan formal saja tidak cukup. Jika perjanjian disusun sepihak dan 

merugikan petani, maka secara substansi dapat dianggap cacat, sesuai doktrin 

unconscionable contract, yang memungkinkan pembatalan perjanjian yang tidak adil 

bagi pihak yang lebih lemah. Oleh karena itu, keabsahan hukum harus diikuti oleh 

pelaksanaan yang adil dan berimbang dalam praktik kemitraan. 

a. Subjek dan Objek Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara Petani 

Tembakau dengan PT. Alliance One Indonesia 

1. Subjek Perjanjian Kemitraan 

Subjek perjanjian adalah para pihak yang terlibat dan memiliki tanggung jawab 

hukum atas isi perjanjian yang disepakati. Abdulkadir Muhammad (2010) 

menjelaskan bahwa subjek hukum dapat berupa orang atau badan hukum yang 

memiliki hak dan kewajiban serta bertanggung jawab atas akibat hukum perjanjian. 

Dalam perjanjian kemitraan ini, subjeknya adalah: (1) PT. Alliance One Indonesia, 

sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan tembakau, yang bermitra 

dengan petani melalui penyediaan teknologi, modal, pemasaran hasil, serta 

pembinaan keterampilan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani; 

(2) Petani mitra tembakau, yaitu petani yang bersedia mengikuti arahan teknis 

budidaya, menjual seluruh hasil panen hanya kepada perusahaan, serta 

mengembalikan dana yang telah diterima secara tepat waktu. 

2. Objek Perjanjian Kemitraan 

Objek perjanjian adalah hal yang menjadi isi utama dari perjanjian tersebut. Dalam 

kemitraan ini, objeknya meliputi: (1) Sarana produksi (SAPRODI) seperti bibit, 

pupuk, obat-obatan, dan bahan bakar yang digunakan untuk membudidayakan 

tembakau; (2) Jasa, yang mencakup pembinaan teknis dari perusahaan untuk 

meningkatkan kualitas hasil tani, serta usaha petani dalam membudidayakan 

tembakau, termasuk komitmen menyediakan modal dan menjamin pemasaran hasil 

panen. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhui Pelaksanaan Perjanjian  Kemitraan 

antara Petani Trucuk dengan PT. Alliance One Indonesia  

Pelaksanaan perjanjian kemitraan antara petani tembakau di Kecamatan Trucuk dan 

PT. Alliance One Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu internal dan 

eksternal. Faktor internal mencakup kesiapan modal, sumber daya manusia, dan 



  

teknologi dari kedua belah pihak. Sumardjo dkk. (2010) menegaskan bahwa 

keberhasilan kemitraan menuntut perusahaan memberi dukungan teknis dan 

pembiayaan kepada petani. Sementara itu, faktor eksternal meliputi regulasi 

pemerintah, norma budaya lokal seperti musyawarah, serta risiko tak terduga (force 

majeure) yang sering diselesaikan melalui dialog bersama.  Menurut Manajer 

Operasional PT. Alliance One Indonesia, Imam Nurdin, perjanjian kemitraan 

dijalankan atas dasar transparansi dan kesukarelaan. Beliau menyatakan“Perjanjian 

kemitraan kami dasarkan pada prinsip sukarela, transparansi, dan mengacu pada 

peraturan perundangan. Kontrak selalu dibuat tertulis, ditandatangani kedua belah 

pihak, dan setiap klausul kami jelaskan secara rinci kepada petani” (wawancara, 

2025). Pernyataan ini menekankan pentingnya kejelasan kontrak dalam menjaga 

pelaksanaan perjanjian.  

Keberhasilan kemitraan juga ditopang oleh penyediaan sarana produksi 

seperti bibit dan pupuk, serta pembinaan teknis kepada petani. Oktofiana dan Umami 

(2024) menyatakan bahwa pola inti-plasma yang diterapkan perusahaan mendukung 

standar mutu produksi melalui penyediaan input pertanian yang sesuai. Dari sisi 

petani, pemahaman kontrak dan pengawasan sosial turut berperan. Petani Annand 

Bagus Nugroho mengatakan:“Saya diberi waktu membaca kontrak dan menanyakan 

isi perjanjian… kontraknya diketahui perangkat desa” (wawancara, 2025). Hal ini 

menunjukkan bahwa keterlibatan perangkat desa turut memperkuat legitimasi sosial 

perjanjian. Faktor lain yang memengaruhi adalah mekanisme penyelesaian sengketa 

yang dilakukan secara musyawarah. Imam Nurdin menyampaikan bahwa:“Sengketa 

biasanya diselesaikan secara kekeluargaan melibatkan perangkat desa sebelum 

masuk ke jalur hukum” (wawancara, 2025). 

Mekanisme ini dinilai efektif mengurangi konflik dan menjaga hubungan 

baik antarpihak. Selain itu, peran pemerintah juga penting. Hartanto (2024) 

menunjukkan bahwa dukungan melalui kebijakan harga, perlindungan hukum, dan 

bantuan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) berkontribusi pada 

kelangsungan kemitraan. Secara keseluruhan, pelaksanaan kemitraan tembakau di 

Trucuk dipengaruhi oleh kontrak yang jelas, pembinaan teknis, dukungan dari 

pemerintah dan perangkat desa, serta penyelesaian sengketa yang adil. Faktor-faktor 

ini saling melengkapi untuk menciptakan kemitraan yang berkelanjutan dan 

menguntungkan kedua pihak. 



  

4. Mekanisme Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara Petani Tembakau 

dengan PT. Alliance One Indonesia  

Pelaksanaan perjanjian kemitraan antara petani dan PT. Alliance One Indonesia di 

Kecamatan Trucuk dimulai dari kesepakatan untuk bekerja sama dalam 

meningkatkan produktivitas dan daya saing tembakau. Berdasarkan perjanjian, 

kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing. PT. Alliance One 

Indonesia sebagai perusahaan mitra bertanggung jawab menyediakan sarana 

produksi, fasilitas pendukung seperti kantor, gudang, sistem administrasi, dan tenaga 

teknis lapangan. Perusahaan juga memberikan pembinaan, pengawasan mutu, serta 

pasokan benih bersertifikat. Semua bantuan yang diberikan kepada petani dianggap 

sebagai pinjaman yang wajib dilunasi melalui hasil panen yang dijual kembali 

kepada perusahaan. PT. Alliance juga berkewajiban membeli hasil panen petani 

sesuai standar mutu yang ditetapkan, kecuali jika tembakau dianggap tidak layak 

(misalnya, tembakau busuk, berjamur, atau mengandung kadar air tinggi). Selain itu, 

perusahaan memiliki hak untuk menyesuaikan harga beli, kuota produksi, bahkan 

mengalihkan kuota petani jika komitmen kerja sama tidak terpenuhi.  

Di sisi lain, petani mitra wajib mendaftarkan diri secara administratif, 

menjaga legalitas produksi, dan bertanggung jawab penuh atas hasil taninya. Dana 

operasional dari perusahaan hanya boleh digunakan untuk kegiatan budidaya 

tembakau, dengan target produksi tertentu sesuai luas lahan dan standar mutu yang 

ditetapkan. Petani harus mengikuti arahan teknisi lapangan, tidak menggunakan 

bahan berbahaya seperti plastik saat panen dan pengeringan, serta mematuhi 

prosedur penggunaan benih, pupuk, dan pestisida. Selain itu, petani juga wajib 

menerapkan praktik pertanian yang aman, termasuk mencegah penyebaran penyakit 

tembakau hijau (Green Tobacco Sickness/GTS) dengan memberikan edukasi kepada 

seluruh pihak terkait dan menggunakan alat pelindung diri selama proses budidaya. 

Dengan demikian, pelaksanaan perjanjian ini tidak hanya mengatur aspek teknis dan 

komersial, tetapi juga memperhatikan aspek kesehatan, lingkungan, dan tanggung 

jawab sosial para pihak yang terlibat. 

3.2 Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Kerjasama antara Petani 

Tembakau dengan PT. Alliance One Indonesia  

Dalam perjanjian kemitraan antara petani tembakau dan PT. Alliance One Indonesia, 

penyelesaian sengketa diutamakan melalui musyawarah mufakat. Jika terjadi 

perselisihan, seperti perbedaan pendapat terkait mutu atau harga tembakau, kedua 



  

pihak diharuskan berupaya menyelesaikannya secara damai dalam waktu 30 hari. 

Hal ini disampaikan oleh Manajer Operasional PT. Alliance One Indonesia, Imam 

Nurdin, yang menyatakan: “Biasanya sengketa diselesaikan secara musyawarah 

kekeluargaan dulu. Bila belum menemukan titik temu, barulah naik ke jalur hukum 

jika memang sudah buntu” (wawancara, 2025).Musyawarah melibatkan perangkat 

desa sebagai mediator, dan menjadi langkah utama sebelum menempuh proses 

hukum. Bila musyawarah gagal, sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase yang 

mengikat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dengan sidang dilakukan 

dalam Bahasa Indonesia dan berlokasi di Jakarta. Keputusan arbiter bersifat final, 

mengikat, dan tidak dapat diajukan banding, sebagaimana disepakati oleh para pihak 

dalam kontrak. 

Penelitian Oktofiana dan Umami (2024) mendukung pendekatan ini, 

menyebutkan bahwa mekanisme non-litigasi dipilih karena lebih cepat, hemat 

biaya, dan menghindari keretakan hubungan antara petani dan perusahaan. Hal 

senada disampaikan oleh Utami (2019), yang menekankan pentingnya kepercayaan 

sosial dalam menjaga stabilitas kemitraan, sehingga melibatkan tokoh masyarakat 

atau perangkat desa dalam penyelesaian sengketa sangat efektif. Dengan demikian, 

penyelesaian sengketa dalam kemitraan tembakau ini mengutamakan cara-cara 

kekeluargaan dan jalur non-litigasi sebagai solusi utama, sementara arbitrase dan 

pengadilan menjadi alternatif terakhir jika semua upaya damai tidak berhasil. 

3.3 Prestasi dan Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara 

Petani tembakau dengan PT Alliance One Indonesia  

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dalam 

perjanjian. Jika salah satu pihak gagal menjalankan kewajibannya, maka dianggap 

melakukan wanprestasi atau pelanggaran kontrak. Dalam kemitraan antara petani 

tembakau Trucuk dan PT. Alliance One Indonesia, kedua pihak memiliki tanggung 

jawab yang jelas. Namun dalam praktiknya, terjadi wanprestasi dari kedua belah 

pihak. PT. Alliance One Indonesia dinilai tidak menjalankan kewajiban sesuai 

perjanjian, khususnya dalam hal pembelian tembakau. Meskipun tetap membeli 

hasil panen petani, harga yang ditawarkan lebih rendah dari harga yang dijanjikan 

di awal kontrak. Hal ini merugikan petani dan melanggar kesepakatan, karena dalam 

hukum perdata, pembayaran yang tidak sesuai nilai kontrak termasuk bentuk 

wanprestasi. Sebaliknya, petani mitra juga tidak sepenuhnya mematuhi perjanjian 

karena sebagian hasil panen dijual ke pihak lain. Hal ini dilakukan karena mereka 



  

merasa dirugikan oleh harga beli perusahaan. Padahal, dalam kontrak, petani 

diwajibkan menjual seluruh hasil panennya kepada PT. Alliance One Indonesia. 

Menurut Manajer Operasional PT. Alliance One Indonesia, Imam Nurdin, 

perusahaan selalu mengutamakan penyelesaian secara musyawarah ketika terjadi 

masalah: “Jika ada masalah terkait kualitas panen atau keterlambatan pembayaran, 

kami selalu mengupayakan penyelesaian secara musyawarah. Namun apabila tidak 

ada titik temu, jalur hukum akan ditempuh sebagai penyelesaian terakhir” 

(wawancara, 2025). Prestasi yang gagal dipenuhi baik oleh petani maupun 

perusahaan berdampak langsung pada keberlanjutan kemitraan. Ketimpangan 

informasi dan kekuatan tawar menyebabkan petani kerap merugi, sehingga 

meningkatkan risiko wanprestasi. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan perlu 

memberi dukungan teknis dan finansial yang memadai. Mekanisme penyelesaian 

wanprestasi biasanya diawali dengan musyawarah. Jika tidak tercapai kesepakatan, 

sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi atau arbitrase sesuai isi perjanjian. 

Pendekatan non-litigasi ini dinilai lebih efektif dalam menjaga hubungan kerja sama 

dan keberlanjutan usaha bersama. 

3.4 Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian 

Kerjasama Kemitraan antara Petani Tembakau Dengan PT. Alliance One 

Indonesia  

Wanprestasi adalah kegagalan salah satu pihak dalam perjanjian untuk memenuhi 

kewajibannya sesuai kesepakatan, baik karena kelalaian maupun keadaan memaksa 

(force majeure). Dalam konteks perjanjian kemitraan antara petani tembakau dan 

PT. Alliance One Indonesia, wanprestasi dapat terjadi pada kedua belah pihak dan 

umumnya diselesaikan melalui dua jalur: pengadilan (litigasi) dan di luar 

pengadilan (non-litigasi). Meski jalur litigasi sah secara hukum, praktik di lapangan 

menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa lebih diutamakan melalui non-litigasi, 

seperti musyawarah dan mediasi. Hal ini dinilai lebih cepat, hemat biaya, fleksibel, 

dan menjaga hubungan baik antara petani dan perusahaan. PT. Alliance One 

Indonesia menilai pendekatan musyawarah selaras dengan budaya lokal dan 

penting dalam menjaga keberlanjutan kemitraan. Seperti disampaikan oleh Manajer 

Operasional,Penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan terlebih dahulu, dan 

hanya beralih ke jalur hukum jika tidak tercapai kesepakatan. Penyelesaian 

sengketa biasanya dilakukan secara bertahap: dimulai dari musyawarah internal, 

dilanjutkan dengan mediasi yang difasilitasi pihak netral, dan jika tetap tidak 



  

berhasil, barulah ditempuh arbitrase atau pengadilan. Mediasi dinilai efektif karena 

mengutamakan konsensus, keterbukaan, dan kepercayaan antar pihak. Menurut 

Rifai (2023) dan Winarta (2022), mediasi ideal diterapkan dalam konflik agribisnis 

karena memberi ruang solusi bersama tanpa memperburuk hubungan kerja sama. 

Pendekatan ini juga memberikan perlindungan hukum yang adil bagi petani, yang 

sering kali memiliki posisi tawar yang lebih lemah dibanding perusahaan. Dengan 

demikian, penyelesaian sengketa secara non-litigasi mencerminkan semangat 

keadilan dan keberlanjutan dalam perjanjian kemitraan. 

4. PENUTUP 

Perjanjian kemitraan antara petani tembakau dan PT. Alliance One Indonesia dapat 

dianggap sah secara hukum apabila telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam 

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta mengikuti 

prinsip keadilan dan saling menguntungkan sebagaimana tercantum dalam 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018. Namun, apabila isi perjanjian 

disusun secara sepihak oleh perusahaan dan cenderung merugikan petani, maka 

meskipun formalitas hukum terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dianggap cacat 

secara substansi karena tidak adil. Dalam perjanjian ini, petani tembakau berperan 

sebagai mitra dan PT. Alliance One Indonesia sebagai pihak perusahaan. Objek 

kerja samanya meliputi penyediaan sarana produksi, pemberian pelatihan, 

pembelian hasil panen, serta pemenuhan kewajiban kedua belah pihak untuk 

menjalankan usaha tani secara bersama-sama. Perjanjian kemitraan antara petani 

tembakau Trucuk dan PT. Alliance One Indonesia secara hukum telah memenuhi 

empat syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan 

bersama, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Penyelesaian 

sengketa akibat wanprestasi dalam perjanjian antara petani tembakau Trucuk dan 

PT. Alliance One Indonesia dilakukan melalui dua jalur: litigasi (pengadilan) dan 

non litigasi (di luar pengadilan). Namun, jalur non litigasi seperti musyawarah dan 

mediasi lebih diutamakan karena lebih cepat, murah, dan menjaga hubungan baik. 

Proses penyelesaian dilakukan secara bertahap, dimulai dari musyawarah, lalu 

mediasi, dan jika tidak berhasil, dilanjutkan ke arbitrase atau pengadilan. 

Pendekatan ini dianggap paling efektif dan adil, terutama bagi petani yang memiliki 

posisi tawar lebih lemah. Disimpulkan bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa 

melalui musyawarah dan mediasi untuk menjaga keberlanjutan hubungan 

kemitraan antara petani tembakau dan PT. Alliance One Indonesia. 



  

DAFTAR PUSTAKA 

 

Mertokusumo, Sudikno. (2005). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: 

Liberty. 

Muhammad, Abdulkadir. (2023). Hukum Perdata Indonesia. Bandung. Bandung: 

Citra Aditya Bakti. 

Munir., Fuady dan. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). (2007). 

Bandung: Citra Aditya Bakti. 

Rifai, Andi Tenri Famauri. (2023). Mediasi Penyelesaian Sengketa Bisnis: Substansi 

Penyelesaian Sengketa Jaminan Kredit Perbankan. 

Subekti, R. (2003). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa. 

Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2003). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUH Perdata). Jakarta: Pradnya Paramita. 

Sudikno Mertokusumo. (2005). “Mengenal Hukum,” no. 1985. 

Suhardini, R. (2019). Manajemen Agribisnis: Pendekatan Kemitraan dan 

Pemberdayaan Petani. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Sumardjo, Jakob. (2010). Rasionalitas Budaya. 

Wardiono, Kelik. (2005). Metodologi Penelitian Hukum. 

Winarta, Frans Hendra. (2022). Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional 

Dan Internasional. 

Imam Nurdin, Bagian Manajer Operasional Klaten, PT. Alliance One Indonesia 

Wawancara Pribadi, Klaten, 01 Maret 2025, Pukul 10:00 WIB  

Annand Bagus, Petani Desa Bero, Kecamatan Trucuk Wawancara Pribadi, 

Klaten, 01 Maret 2025, Pukul 13:00 WIB  

angin, andria gustiawan perangin. (2024). “Kompleksitas Pertanian Indonesia :  

Membangun Kekuatan Politik Agraria Dan Kebijakan Teknologi Bidang 

Pertanian.” JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) 

8, no. 1  17–31.  

Ernawati. (1997) “Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan 

Antara Petani Dengan Perusahaan Tembakau ( Studi Di Kecamatan Sakra 

Barat Kabupaten Lombok Timur).” Jurnal Ilmiah IKIP Mataram 4, no. 2  

2355–6358. 

Hartanto, Susanna. (2024). “Analisis Ekonomi Dan Perpajakan Perkebunan 

Tembakau.” Jma) 2, no. 1: 1347–65. 



  

Hukum, Fakultas, Ilmu Sosial, Politik Universitas, and Allan Mustafa Umami. 

(2024)“Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram 

Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Petani Tembakau Dengan Pt . 

Alliance One Indonesia Tbk Partnership Cooperation Agreement Between 

Tobacco Farmers And Pt . Alliance One Indonesia” 4, no. 2. 

Madiong, Baso, Zulkifli Makkawaru, (2021) Pemerintah Desa Bontomanai, 

Kecematan Mangngarabombang, And Kabupaten Takalar. “Analisis 

Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Mediasi Di Desa Bontomanai 

Kecamatan Manngarabombang Kabupaten Takalar Land Dispute Settlement 

Analysis Through Mediation In Bontomanai Village, Manngarabombang 

District, Takalar Regency.” J. Paradigma Administrasi Negara 3, no. 2 : 144–

51. 

Marito, Sinta, Wahyu Budi Priatna, and Netti Tinaprilla. (2023). “Analisis Kemitraan 

PT Simply Fresh Organic Dengan Petani Sayuran Organik Di Kabupaten 

Cianjur Jawa Barat.” Jurnal Agribisnis Indonesia 11, no. 2 : 395–407. 

Ramadhan, Eka Dadan, and Eni Dasuki Suhardini. (2019). “Pertanggungjawaban 

Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan 

Palsu Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan.” Wacana Paramarta: 

Jurnal Ilmu Hukum 18, no. 1: 29–38. 

Utami, Nuriza, Henik Prayuginingsih, and Annisa Nurina Aulia. (2019). “Analysis 

of Demand for Beef District of Jember.” Jurnal Agribest 3, no. 2: 125.  

Viadolorosa Ninu, Sri Mega Susanti, Mardi Candra, and Gatut Hendro Tri Widodo. 

(2023). “Akibat Hukum Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa 

Menyewa Gedung.” Perfecto Jurnal Ilmu Hukum 01, no. 2: 117–34. 

https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih. 

 

 


